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Meniiobai^ : a. bahwa deagaa teldi ditet̂ dcaimya Uodaag-undaog Nomor 18 Tatom 1997 
. tentang Pigak Daendi dan Retribuai Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten 

Daerah Tlng^ntentangP^^perludiad^canpenyesuBiaa | 

h hrftwfl giaia pftfiynmuiniii Pftrnhimq DgftfTh aehaga'fnana dl'™I™'d p«da Ninif 
a diatas, maka perlu mencabitf PerahTfU Daerah tentang Pajak Daerah den 
tnftfiimngjrBn dalam Perahgan naftinh. | 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12'T^iun 19S0 tentang FmbenlukBa Daerah-daerah 
Kabipaten dalam linj^ainganFropinsiJawaTiinur. 

' 2 . Undang-imdaî  Nomor 5 T^mn 1974 tentang F(Aok-pokok Femerinl^ian iU 
I>aer^ .(Leii[dMran Negara Tafaun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3037);. 

. 3. Undang-undmig Nomor 18 Tahun 1997 tentmg Pajak Daerah dan Retribuai 
Daerah (Lembaran Negara Talum 1997 Nomor 41, TanĴ ahan Lembaran 
NegaraNomor 3685); 

4. Peraturan Femeriot^ Nomor 19 tafaun 1997 teitfang Pajak Daerah; 

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tafaunl993 tentaog bentuk 
• PeraturanDaerBhdanPerahBaaI3aerahFen^^taiuiya; -

6. Kepiduam Menteri Dalam Negeri Noowr 85 Tdum 1993 tentang 
Peogundaugan Peratiran Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat 
Tenggang Waldu Peogesahan; . I 

7. Instnksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tatum 1998 tentang Fenyusunan 
kembaliFer^uranD^rah; • , • j 

• . . • • • • I 
8. Instniksi Menleri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan 

Peiaturan Daeiah Tin^cat I dan Tin^at n teî ang F^ak Daerah dan Retribtisi 
• Daerah.'; -. ' ' 

Deng^ persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabiqiaten Daerah Tm^mt n 
Pacitan. 
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Menet^kan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT H PACITAN 
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
DAERAH UNOKAT H PACITAN TENTANG PAJAK DAERAK 

Pasall I 
• • • " . . i 

Dengan Peraturan Daerah ini dii^atakan dicabut dan tidak berlaku ̂  lagi 
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat H Pacitan tentang Pajak Daerah 
yang terdiri dari : . 

( • • * 
1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1956 tentang Pajak Pendaflaran 

Penisahaaa dengan segala Ferubahannya; 
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tin^at n Pacitan Nomor 1 Tahun 

. 1969 tentang FrqakBangsaAsing; 
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat H Pacitan Nomor 3 Tafaun 

1973 tentangP^akRadiodengansegalaperubahannya; 
. 4 . Perahiran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I I Pacitan Nomor 2 Tahun 

1983 tentaog Pryak Anjing; 
5. Peraturan Daerah Kabup̂ Uen Daerah Tingkat n Pacitan Nomor 3 Tahun 

1983 tentang Prqak Penjualan Mtnuman yang mengandung Alkhohol dengan 
. Begalapenibahamiya; * 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tin^at H Pacitan Nomor 5 Tafaun 
1983 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bennotor dengan segala 
perubaharraya; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah T i n g ^ I I Pacitan Nomor 2 Tahun 
1987 tentang Pajak PotongTeraak; 

8. peraturan Daerah Daerah Kabigiaten Daerah Tingkat I I Pacitan Nomor 14 
Tahun 1990 tentang Pajak Penyelenggaraan Bola Sodok ( Billyard);! 

* Pasal2 
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Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut 
mulai tanggal 23 Mei 199S. 

Agar setiap orang dapat mengetahui memenntahkan pengundangan Peraturan 
Daerah in! dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat n Pacitan 

' Ditetapkan di Pacitan 
padatanggal 17 J u n i 1998 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPAILKEPALA DAERAH TINGKAT H 
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P E N J E L A S A N 
A T A S 

PERATUIL\N DAERAH ICVBIIPATEN DAERAH TINGKAT n PACITAN 
I NOMOR 21 TAHUN 1998 , 

' TENTANG 
r 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT n ' 
PACITAN TENTANG PAJAK DAERAH ; 

L PENJELASAN UMUM ' 

SebagaimtBia ditetiq>kan dalam Undang-undang Nomor IS tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Juncto Peraturan Pemenntah Nomor 19 tahun 1997 

, tentang Pajak Daerah, jenis-jenis Piyak Daerah yang dapat dipungut oleh Pemenntah 
Daerah terdiri atas 6 ( enam ) Jenis Pajak. Dengan adai]ya batasan tersebu^ maka 
Pemenntah Daerah hanis meî esuaikan Peraturan Daerah-Peraturan D^rah teidang 
Pajak Daerah yang selama ini menjadi cumber Pendapatan Asli Daerah dan mencabut 
Peraturan Daerah-Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang tidak cesuai dengan 
Undang-undang Nomor 18 tahun 1997. Uiduk itu, melalui Perahiran Daerah im dilakiikan 
pencabutan terhadig) Peraturan Daerah-Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah aebagai 
tindak lanjut pelaksanaan Undang-imdaqg tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. | 

H PENJELASAN PA!5AL DEMI PASAL 

Pasal ldan2 : Culag)jela8 
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